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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 tentang Perkawinan 

dibawah umur itu belum efektif dikarenakan masih banyak didapatkan pasangan yang 

menikah dibawah umur. Disimpulkan sebagai berikut : 

1. Efektivitas Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

dibawah umur yang berbunyi “Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah 

mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita  sudah mencapai umur 16 tahun”Pasal 

ini bisa dikatakan efektif apabila pemerintah bisa mengatasi kenakalan remaja 

yang banyak terjadi di kalangan masyarakat dengan menerjunkan pihak-pihak 

berwajib untuk turun langsung guna mengatasi kenakalan yang marak terjadi 

terutama pada pasangan muda mudi yang sering nongkrong di tempat gelap atau 

kost-kosan yang menjadi tempat dimana pasangan muda-mudi ini melakukan 

hubungan terlarangan yang mengakibatkan pasangan ini terjerumus kedalam hal-

hal yang membahayakan dirinya sendiri terutama pada kehamilan sehingga 

mengharuskan pasangan tersebut melaksanakan pernikahan dibawah umur. Jadi 

pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
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dibawah umur ini bisa dikatakan efektif jika ada kesadaran pada diri sendiri agar 

menjauhi hal-hal yang dapat merusak masa depan mereka. 

2. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perkawinan dibawah umur adalah faktor 

Pergaulan Bebas, faktor kemauan sendiri serta ada dmpak yang dapat 

mempengruhi yaitu dampak tehadap hukum, dampak biologis, dampak psikologis, 

dampak sosial, dan dampak perilaku seks menyimpang. Dan faktor lain yaitu 

kuragnya kesadaran hukum pada masyarakat dan ketidaktegasan apparat 

pemeritah dalam menerapkan Undang-Undang Perkawinan No 1. Tahun 1974 

Khususnya Pasal 7 tentang Perkawinan Dibawah umur. 

Upaya-upaya untuk mencegah perkawinan dibawah umur yaitu kembali 

kekesadaran kita masing-masing untuk lebih mengintropeksi diri agar tidak 

terjerumus kedalam hal-hal yang merugikan mereka, serta kerjasama antara 

pemerintah dan masyarakat harus lebih giat lagi dalam melakukan penyuluhan-

penyuluhan terkait dengan perkawinan dibawah umur agar tidak terjadi lagi hal-

hal yang disebabkan oleh pergaulan bebas terutama pada generasi muda. Serta 

kerja sama pemerintah dan masyarakat  sehingga kedepanya di harapkan tidak 

akan ada lagi anak-anak yang menjadi korban akibat perkawinan dibawah umur 

dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depanya yang 

kelak dan tidak terjerumus kedalam hal-hal yang bisa merugikan dirinya sendiri. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis mengajukan beberapa saran , 

yaitu sebagai berikut : 

1. Pemerintah harus melakukan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan kepada 

masyarakat agar setiap aturan yang diberlakukan di Undang-Undang bisa efektif, 

sehingga masyarakat dapat memahami dan menyadari serta akan menjalankan 

hukum tersebut. 

2. Harus dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Perkawinan , terutama 

tidak adanya pencantuman sanksi bagi yang melakukan perkawinan dibawah 

umur. Oleh karena itu, secepatnya dilakukan amandemen agar tidak banyak 

kecenderungan orang yang melanggar. 

3. Bagi remaja hendaknya lebih memahami faktor-faktor dan dampak dari 

perkawinan dibawah umur sehingga diharapkan remaja mempunyai  pandangan 

dan wawasan yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan yang bersifat positif pada 

wadah karang taruna. 
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